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Abstrak

Judul Disertasi : Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Perceraian
Akibat Perkawinan di bawah Umur di Indonesia

Nama Mahasiswa  :  Mia Hadiati

NIM : 208171001

Kata Kunci . Dispensasi Kawin; Perceraian; Perkawinan di Bawah Umur

Isi Abstrak: Hampir genap lima tahun berlalu, sejak Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor | Tahun 1974
tentang Perkawinan disahkan. Perubahan atas ketentuan batas usia perkawinan
serta syarat-syarat pengecualiannya dalam bentuk dispensiasi yang awalnya
dipersepsikan akan menjadi harapan baru orientasi perkawinan yang lebih
memperkuat dan memperkokoh keutuhan rumah tangga, ternyata masih jauh dari
kata sesuai. Permasalahan justru semakin bermunculan dengan banyaknya
dispensasi kawin yang justru memiliki korelasi dengan tingginya angka perceraian
di Indonesia. Penulisan ini membahas masalah relevansi antara dispensasi
perkawinan dengan tingginya angka perceraian. Tujuan penulisan ini adalah untuk
menemukan kondisi perceraian akibat perkawinan di bawah umur terus
meningkat, upaya yang dilakukan untuk menekan jumlah perceraian akibat
perkawinan di bawah umur, serta tawaran berkaitan dengan model alternatif
penyelesaian sengketa terhadap perceraian akibat perkawinan di bawah umur di
Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan jenis penelitian empiris
dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan:
Pertama, tingginya angka perceraian di Indonesia pada secara teoretis memiliki
hubungan kausalitas dengan tingginya angka dispensasi perkawinan yang
menandakan juga banyaknya perkawinan di bawah umur berdasarkan faktor
kekhawatiran wali akan perbuatan zina, ekonomi keluarga, pendidikan yang
terputus, dan kehamilan di luar nikah. Kedua, upaya yang dapat dilakukan
pemerintah Indonesia adalah dengan cara penguatan dan perlindungan hukum,
optimalisasi pendidikan dan kesadaran hukum, serta dukungan pemberdayaan
ckonomi. Ketiga, adapun model penyelesaian sengketa yang dapat digunakan
adalah melalui facilitative mediation dan transformative mediation.
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Abstract

Dissertation title : ~ :  Alternative Model of Dispute Resolution for Divorce
Due to Child Marriage in Indonesia.

Student name : Mia Hadiati

NIM ;208171001

Key Word . Marriage dispensation; Divorce; Underage Marriage

Abstract content: Almost five years have passed, since Law Number 16 of 2019
concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage was
passed. Changes to the provisions on the age limit for marriage and the conditions
for exceptions in the form of dispensations, which were initially perceived to be a
new hope for a marriage orientation that would further strengthen and strengthen
the integrity of the household, are in fact still far from appropriate. Problems are
actually increasingly emerging with the large number of marriage dispensations
which actually have a correlation with the high divorce rate in Indonesia. This
paper discusses the relevance of the marriage dispensation to the high divorce
rate. The purpose of this writing is to find out the condition of divorce due to
underage marriage continues to increase, efforts made to reduce the number of
divorces due to underage marriage, as well as offers related to alternative models
for resolving disputes regarding divorce due to underage marriage in Indonesia.
The research method used is based on the type of empirical research with a
qualitative approach. This research produces three conclusions: Firstly, the high
divorce rate in Indonesia theoretically has a causal relationship with the high rate
of marriage dispensation which also indicates that the number of underage
marriages is based on the guardian's concern about adultery, family economy,
interrupted education, and pregnancy out of wedlock. Secondly, efforts that the
Indonesian government can make include strengthening and protecting the law,
optimizing education and legal awareness, as well as supporting economic
empowerment. Third, the dispute resolution models that can be used are through
facilitative mediation and transformative mediation.
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